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                                                           BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

       

        Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas dari lima 

indikator diatas peneliti menemukan bahwa : 

Pada indicator bukti langsung (tangibles) bagus karena fasilitas yang 

disediakan kantor BPN sudah memadai hal ini terbukti dari wawancara 

kepada masayarakat oleh peneliti, selain fasilitas juga disediakan layanan 

sertifikasi tanah secarah online. Pada indicator kehandalan (reliability) 

Kurang baik karena waktu penerbitan sertifikat tidak menentu, 

keterlambatan penerbitan sertifikat tanah menjadi masalah yang paling 

banyak dari complain masyarakat, yang seharusnya 38 hari bisa melewati 

batas waktu tersebut seperti yang dituturkan masyarakat dari wawancara 

peneliti. Pada indicator daya tanggap (responsiveness) baik karena 

masyarakat mendapat respon yang baik dari para petugas, petugas dengan 

ramah dan cepat menyikapi urusan yang diajukan masyarakat. Berikut pada 

indicator jaminan (assurance) belum bagus karena kantor BPN sendiri 

mengklaim jika masih banyak tanah yang belum terdaftar atau memiliki 

sertifikat. Terakhir indicator empati (emphaty) bagus karena petugas Kantor 

Pertanahan memberikan perhatian pada setiap masalah dan complain dari 

masyarakat pengguna jasa layanan. Peneliti menyimpulkan bahwa Kantor 

Pertanahan telah melakukan layanan  tetapi belum optimal karena ada 

beberapa kekurangan pada indicator diatas, dengan demikian observasi 

awal terkonfirmasi saat peneliti melakukan penelitian. 
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6.2 Saran 

 

1) Kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang agar dapat lebih 

mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa layanan, 

harus konsisten dalam waktu penerbitan sertifikat. Kantor Pertanahan 

Kota Kupang juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi ke 

kelurahan-kelurahan, agar lebih banyak lagi tanah yang tersertifikasi. 

Kantor Pertanahan juga harus mempertahankan hal yang baik atau lebih 

ditingkatkan. 

2) Kepada masyarakat kota kupang yang mendapat jasa layanan 

pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Kupang, agar 

lebih mencari tahu dulu langkah-langah, biaya yang harus dibayar, 

waktu penerbitan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkann. 

Masyarakat juga harus lebih bisa mengontrol emosi, Karena jika ada 

kesalahan dari petugas pelayanan bisa dimaklumi dengan banyaknya 

pekerjaan yang mereka kerjakan.   
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